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ABSTRAK

Dana desa sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 yang
menyatakan bahwa kini terdapat begitu banyak sumber
keuangan dengan aturan alokasi yang cukup menjanjikan.
Tentunya dalam proses pengelolaan harus dilaksanakan
secara profesional, efektif, efisien dan transparan sehingga
terhindar dari resiko terjadinya penyalahgunaan dana desa
tersebut. Dalam peroses penyusunan (APBDes), tentunya
tidak lepas dari masyarakat desa itu sendiri. Peran
partisipasi masyarakat dalam penyusununan (APBDes)
sangat diperlukan agar hasil kebijakan dapat efektif dan
efisien sesuai Undang-undang. Selain itu partisipasi
masyarakat menjadi Social Control dalam implementasi
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini
sangat penting, sehingga perlu diketahui partisipasi
masyarakat dalam penyusunan (APBDes) di Desa
Kotabaru Seberida. Pertanyaannya, mengapa partisipasi
masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan
belanja desa (APBDes) di desa Kotabaru Seberida rendah?
Dalam situasi keterlibatan masyarakat yang rendah,
bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang muncul
dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa
(APBDes) di desa Kotabaru Seberida?

Jenis’\ ‘penelitian' 'ini *~ menggunakan metode
penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan
pengamatan yuridis empiris dalam pengumpulan data-data
dilapangan. Dalam metode pengumpulan data penyusun
menggunakan metode wawancara dan observasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
penyusunan APBDes di Desa Kotabaru Seberida tergolong
rendah. Karena  masyarakatnya tidak  memiliki
pengetahuan tentang pentingnya partisipasi masyarakat,
pekerjaan yang memakan waktu dan tenaga yang banyak,
tingkat pendidikan yang rendah, infrastruktur yang tidak
memadai, dan tidak adanya upaya yang massif dari



perangkat desa untuk melakukan sosialisasi. Bentuk
partisipasi masyarkat yang dilaksanakan di Desa Kotabaru
Seberida sifathya hanya formalisme saja. Secara
prosedural proses penyusunan APBDes yang dilakukan
oleh pemerintahan Desa Kotabaru Seberida sesuai dengan
Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 36 Peraturan
Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Namun dalam prakteknya
proses tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat
secara optimal, karena kurangnya keterlibatan partisipasi
masyarakat dalam tahapan perencanaan  maupun
pelaksanaannya.

Kata Kunci : partisipasi, penyusnan, desa.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Kotabaru Seberida termasuk wilayah
Kecamatan Keritang yang keadaan tanahnya sebagian
besar terdiri dari tanah gambut, karenanya ia digolongkan
sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara sedikit
lembab. Desa Kotabaru Seberida adalah desa pertanian,
karena umumnya masyarakat sebagai petani/pekebun dan
buruh tani, sementara sebagian kecil adalah wiraswasta,
pedagang, nelayan, peternak, guru, karyawan, dan PNS.
Desa Kotabaru Seberida mempunyai beberapa potensi
ekonomi unggulan seperti pertanian berupa padi, jagung,
kedelai, sayuran, dan semangka. Sedangkan untuk bidang
perkebunan berupa kelapa, kopra, pinang, kopi, pisang
dan arang tempurung.

Berdasarkan > 'data’ ' ‘monografi- "“desa © Kotabaru
Seberida . jumlah penduduk. menurut pembagian mata
pencariannya yang.paling- mendominasi adalah bekerja
sebagai petani dan pedagang, selebihnya bekerja sebagai
wiraswasta, pedagang, nelayan, peternak, guru, karyawan,
dan PNS. Oleh karena itu bisa dikatakan desa Kotabaru
Seberida disebut dengan desa pertanian yang kondisi

mata pencarian penduduknya mendominasi petani.



Desa Kotabaru Seberida dikelola oleh Pemerintah
Desa sejak otonomi daerah dilaksanakan dan sampai hari
ini desa tersebut belum mengalami kemajuan sama sekali,
hal ini tampak dari berbagai fasilitas pendukung yang
tidak cukup memadai dalam memfasilitasi aktivitas
masyarakat. Banyaknya jalan yang berlubang menjadi
faktor penghambat yang cukup serius serta tingkat
partisipasi masyarkatnya yang masih apatis terhadap
pembangunan desa’.

Pembangunan Desa yang difokuskan pada bidang
infrastruktur seharusnya melibatkan masyarakat di dalam
pembangunannya, masyarakat sebagai  perencana,
pelaksana dan penerima hasil dari pembangunan
infrastruktur sesuai dengan harapan yang dikatakan oleh
Tarmizi Yusuf selaku Kepala Desa Kotabaru Seberida.
Namun dengan pastisipasi masyarakat yang rendah, Hal
ini menjadi kendala bagi Pemerintah Desa Kotabaru
Seberida ~ agar - terciptanya  semangat" gotong-royong
menuju terwujudnya masyarakat mandiri dan produktif.

Berbagai upaya ‘memajukan dan mensejahterakan
desa dilakukan oleh banyak pihak dan sampai pada titik
klimaks dengan dihadirkannya UU No. 06 Tahun 2014

! Ronal Padli, Srategi Pemerintah Daerah Dalam

Pembangunan Melalui Program Desa Maju Inhil Jaya di Desa
Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Tahun 2015, Skripsi
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan lImu Politik Universitas Riau
(2015), him. 43.



tentang Desa yang dianggap sebagai kebijakan paling
progresif sepanjang sejarah perjuangan desa. Kebijakan
yang dimaksud Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, menyatakan setiap desa akan
menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara
dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah
yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.?

Dana desa sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 yang
menyatakan bahwa kini terdapat begitu banyak sumber
keuangan dengan aturan alokasi yang cukup menjanjikan.
Sumber dana dimaksud adalah pendapatan asli desa (hasil
usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong,
dan lain-lain pendapatan asli Desa), APBN, hasil pajak
daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling
sedikit 10%), alokasi dana Desa (bagian dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dengan
besaran minimal 10% setelah  dikurangi “Dana Alokasi
Khusus), " bantuan keuangan. dari APBD  Provinsi dan
Daerah (kabupaten/Kota), hibah ‘dan sumbangan yang
tidak mengikat dari pihak ketiga, serta pendapatan lain

sah.® Tentunya ini memiliki konsekuensi tinggi dalam

2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal
Q).

¥ Ahmad Rofiq dkk, Praktik Baik Desa Dalam Implementasi
Undang-Undang Desa, (Jakarta: Pattiro, 2016), him. 7.



proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara
profesional, efektif, efisien dan transparan sehingga
terhindar dari resiko terjadinya penyalahgunaan dana desa
tersebut.

Seperti halnya desa lain, Desa Kotabaru Seberida,
Kecamatan keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, juga
mendapatkan alokasi dana yang sama guna menunjang
pembangunan sarana dan prasarana desa untuk
kesejahteraan masyarakat. Selama ini bahwasanya
pembangunan sarana prasarana lebih terfokus di daerah
perkotaan dibanding desa sehingga dibentuknya Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimaksudkan
untuk mengejar ketertinggalan pembangunan yang selama
ini terfokus di kota.

Anggaran Dana Desa vyang diterima oleh
Pemerintah Desa Kotabaru Seberida pada tahun anggaran
2019 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa serta Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor
11 Tahun 2017 tentang, tata ‘cara. pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap desa kabupaten
indragiri hilir tahun anggaran 2019 bahwa anggaran Dana




Desa untuk setiap desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp.
812.912.000.00.*

Dana Desa sebesar Rp. 812.912.000.00 tidak
sepenuhnya digunakan untuk pembangunan Desa.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa, pengalokasian Dana Desa terbagi menjadi dua,
yaitu sebesar 70% dan 30%. Alokasi Dana Desa sebesar
70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa, serta 30% digunakan untuk belanja
perangkat Desa dan kegiatan operasional perangkat Desa.

Dalam peroses penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari peran
perangkat desa serta masyarakat desa itu sendiri. Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari  penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis bertanggung jawab penuh datam.penyusunan
(APBDes) sebagai wakil dari masyarakat Desa,

Namun, walaupun Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa

dalam melakukan penyusunan (APBDes). Peran

* Arsip APBDes Pemerintah Desa Kotabaru Seberida tahun
2019.



partisipasi masyarakat dalam penyusnunan (APBDes)
sangat diperlukan agar hasil kebijakan dapat efektif dan
efesien sesuai Undang-undang, selain itu partisipasi
masyarakat menjadi Social Control dalam implementasi
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini
sangat diperlukan.

Pada Pasal 68 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
jelas menjelaskan bagaiamana hak dan fungsi masyarakat
yang di tetapkan dalam Undang-undang ini. Pasal 68 Ayat
1 (a) ‘“Masyarakat Desa berhak meminta dan
mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta
mengawasi  kegiatan  penyelenggaraan Desa serta
mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinanaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa. Kemuduian pada Pasal 68 ayat 1 (c)
“menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau
tertulis secara 'bertanggung jawab ‘tentang kegiatan
penyelenggaraan / Pemerintahan = Desa, " " pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.”® Pada Pasal 68
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menjelaskan
bahwa kewajiban bagi masyarakat desa ikut berpartisipasi

dalam berbagai kegiatan Desa. Pasal 68 Ayat 2 (e)

® Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal
68 Ayat (1).



“Masyarakat Desa berkewajiban berpartisipasi dalam
berbagai kegiatan di Desa.” ®

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap
penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu
didasarkan pada nilai-nilai moral atau asas-asas umum
pemerintahan yang baik atau layak agar pelaksanaan
pemerintahan berjalan efektif dan efesien.’

Dengan adanya Undang-Undang Desa menjadi
semangat negara ingin mewujudkan Pembangunan
Nasional secara berkeadilan sesuai dengan sila Pancasila
ke lima, dengan tujuan agar prinsip desentralisasi,
keterpaduan, musyawarah, kemandirian, partisipasi,
kesetaraan dan  keadilan gender, akuntebel dan
transfaran,efektif dan efisien. Sehingga dapat terwujudnya

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan
diatas, penyusun merumuskan permasalahan untuk dikaji
lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dibahas
dalam penelitian ini adalah:

® Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal
68 Ayat (2).

" Umar said sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta
Timur: Sinar Grafika, 2013), him. 273.



1.

2.

Mengapa partisipasi masyarakat dalam penyusunan
anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa
Kotabaru Seberida rendah?

Dalam situasi keterlibatan masyarakat yang rendah,
bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang muncul
dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa
(APBDes) di desa Kotabaru Seberida?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian mempunyai tujuan yang jelas agar

dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat

memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan
partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran
pendapatan belanja desa (APBDes) di Desa Kotabaru,
Kecamatan Keritang, Kabupaten-Indragiri' Hilir rendah.

. Untuk ‘'menjelaskan proses partisipasi masyarakat dalam

penyusunan = Anggaran-. pendapatan belanja desa
(APBDes) di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan
keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan

manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan



dibidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat

diperoleh antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

a). Memberi kontribusi bagi pengembangan Hukum Tata
Negara khususnya partisipasi masyarakat dalam
penyusunan (RAPBDes).

b). Menambah referensi Hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Praktis

a). Memberikan kontribusi terhadap permasalahan
partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes.

b). Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan
penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis,
sekaligus untuk meningkatkan kemampuan menulisn
meneliti, dan menganalisis dengan baik.

c). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan
memberikan masukan kepada para  pihak yang

terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka’ merupakan kajian /kritis atas
pembahasan suatu topik yang telah ditulis oleh para
peneliti atau ilmuan yang telah diakui kepakaran dalam
bidangnya, yang meliputi berbagai sumber pustaka yang
membahas satu topik penelitian yang spesifik. Dalam
penelitian dan penulisan karya ilmiah ini penting bagi

penyusun untuk melakukan Kkajian pustaka guna
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memastikan keaslian bahwa judul penelitian ini bukan
merupakan hasil plagiasi terhadap hasil penelitian yang
sudah ada sebelumnya. Mengingat telah banyak hasil
penelitian yang mengulas mengenai partisipasi masyarakat
dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa.

Setelah peyusunan melakukan kajian pustaka
mengenai topik “Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (di Desa
Kotabaru Seberida)” penyusun tidak menemukan
penelitian yang hasilnya sama persis dengan penelitian
yang akan penyusun tulis dalam skripsi ini dikarenakan
perbedaan objek penelitian. Namun, ada beberapa hasil
penelitian yang memiliki topik serupa diantaranya sebagai
berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Amron Ahrori
yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan
APBDes (Studi tentang Pola Hubungan Pemerintah Desa
dan Masyarakat Desa ‘Pucangsari ‘Kecamatan Purwadadi
Kabupaten ‘Pasuruan)”, membahas. mengenai’ bagaiman
pola hubungan Pemerintah' Desa dengan Masyarakat di
Kecamatan Purwadadi Kabupaten Pasuran. Persamaan
skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah sama-
sama membahas mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam

Penyusunan APBDes.®! Sedangkan perbedaan fokus

8 Amron Ahrori, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan
APBDes (Studi tentang Pola Hubungan Pemerintah Desa dan
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bahasan dengan skripsi yang akan ditulis, ialah penelitian
ini fokus membahas mengapa partisipasi masyarakat
rendah terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja
desa setelah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa di sahkan.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Ega
Sulistyaningrum dan Suharno, dengan judul “Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Desa di Desa Sanggarahan Kecamatan Prambanan
Kabupaten Klaten”.? Persamaan penelitian ini dengan
skripsi yang akan ditulis ialah terletak pada pembahasan
mengenai  partisipasi masyarakat dalam penyusunan
anggran pendapatan belanja desa. Untuk perbedaannya
yaitu dalam objek yang diteliti berbeda desa dan fokus
bahasan serta landasan teori yang digunakan, dalam
penelitian ini membahas di Desa Sanggrahan, sedangkan
skripsi yang akan ditulis ini akan melakukan penelitian di
Desa Kotabaru Seberida.

Yang ketiga merupakan karya ilmiah berupa jurnal

karya Imade Adi’Artama /dkk ‘dengan-judul “Partisipasi

Masyarakat Desa Pucangsari Kecamatan Purwadadi Kabupaten
Pasuruan),” Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik
Muhammadiyah Malang (2011), him. 7.

% Ega Sulistyaningrum dan Suharno, “Partisipasi Masyarakat
Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa
Sanggarahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten,” Jurnal
Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, (November 2017), him. 8.
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Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggran 2012/2013 di
Desa Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur,” yang
memberikan kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat di
desa tersebut secara langsung dalam penyusunan anggaran

pendapatan belanja desa tidak begitu massif.*

Hal yang
membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah
objek penelitian, dimana penelitian skripsi ini masih
belum adanya hasil penelitian terhadap objek yang akan

diteliti.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa
efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukumter gantung
tiga unsur sistem hukum, yakni:
a. Struktur Hukum
Tentang struktur hukum'Friedman 'menjelaskan:**

*To.beginwith, the legal sytem has the structure of
a legal-system eonsist of elements of-this kind: the

% made Adi Artama dkk, “Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun
Anggran 2012/2013 di Desa Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar
Timur,” Jurnal Publikasi Universitas Udayana (November 2017), him.
4.

" Kurniawan Hermawanto dkk, ”Teori Sistem Hukum
Lawrence M. Friedman,” Makalah Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Surabaya (2017), him. 1.
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number and size of courts; their jurisdiction.

Strukture also means how the legislature is

organized...what procedures the police department

follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of
crosss section of the legal system...a kind of still
photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur
berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan,yurisdiksinya
(termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa),
dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan
lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif
ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh
presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan
sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari
lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk
menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah
Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum
dijalankan  menurut  ketentuan-ketentuan formalnya.
Struktur ini;menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat
hukum..dan badan serta praeses hukum itu berjalan dan
dijalankan.. Dt Indenesia imisalnya jika-Kkita berbicara
tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk
di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum
seperti  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan, dan

pemerintah.*?

2 Ibid.
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b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut
sebagai sistem substansial yang menentukanbisa atau
tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti
produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam
sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka
keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga
mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya
aturan yang ada. Dalam kitab undang-undang (law books).
Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law
Sistematau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian
peraturan perundang-undangan juga telah menganut
Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum
adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan
peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan
hukum. Aspek lain dari sistem hukum adalah
substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah
aturan, norma, dan- pola perilaku ‘nyata “manusia yang
berada = dalam" system itu.. Jadi substansi: hukum
menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi
pedoman bagi aparat penegak hukum.*®

¥ bid., him. 3.
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c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman
adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum,
kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur
hukum adalah suasanapemikiran sosial dan kekuatan
sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,
dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat
kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin
tinggike sadaran hukum masyarakat maka akan tercipta
budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir
masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara
sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.**
2. Teori Perkembangan Masyarakat

Max Weber sebagai seorang sosiolog hukum, ia
tidak menilai suatu sistem hukum, namun ia memahami
sistem hukum. Hukum dipahami sebagai suatu kompleks
dari kondisi-kondisi-faktual - 'yang " ditentukan oleh
tindakan-tindakan manusia. Bentuk. perilaku sosial yang
paling penting adalah perilaku. sosial -timbal “balik atau
resiprokal. Hukum dikonsepsikan sebagai perilaku sosial
yang ajeg dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi

secara sosial.®

% 1pid., him. 5.

> Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta:
Kencana, 2010), him. 37.
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Dalam konteks ini perkembangan hukum dan
masyarakat dilihat dari kekuatan-kekuatan sosial yang
membentuk hubungan sosial dikaitkan dengan motivasi
dan rasionalitas formal hingga terbagi pada tiga otoritas
dalam perkembangan masyarakat, yaitu:*°
1. Otoritas Tradisional berdasarkan atas suatu kepercayaan

yang telah ada (estabilished) pada kesucian tradisi
kuno. Dengan katalain yakni bentuk kepercayaan
terhadap legalitas praktek-praktek yang telah disucikan
dan dibakukan. Polanya berasal darikepercayaan dan
faktor keturunan atau garis keluarga atau kesukuan.
Penerimaan tersebut dianggap aturan-aturan suci
karena aturan-aturan itu telah lama ada dan dalam
legitimasi mereka yang telah melariskan hak untuk
memerintah denganaturan-aturan ini. Pada tatanan
tradisional individu merupakan loyalitas dari masa lalu
dan mereka mewakili masa lalu itu, sebuah loyalitas
yang seringkali “berakar' dalam' sebuah ‘kepercayaan
akan ‘kesakralan. peristiwa-peristiwa  sejarah/ tertentu.
Misalnya seorang kyai, maka anak dan keturunan kyai
akan cenderung menjadi kyaipula karena tradisi yang
diterima oleh masyarakatnya. Walaupun seringkali
sang kyai muda ini tidak memiliki ilmu agama yang

memadai. Tetapi tidak ada orang yang menentang

% Ibid., him. 40.
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karena merekapercaya. Pada tahapan ini kesadaran
masyarakat terhadap hukum bukan berdasarkan
terhadap substansi namun lebih kepada tradisi yang
turun-temurun. Masyarakat ini lebih pada tahapan
masyarakat feodal yang bentuk corak produktif
agraris.

2. Otoritas Kharismatik ialah ketaatan kepada seseorang
yang dianggap suci, pahlawan, atau berkualitas
pada beberapa bukti yang tak dapat dibantah umumnya
yang bersifat magis atau karya mukjizat. Weber
mengatakan bahwa tanda-tanda tersebut bukanlah
kharisma yang murni, kharisma yang murni lebih
kepada pengabdian seorang pemimpin kepada
masyarakatnya. Pada tahapan masyarakat ini weber
menerangkan kesadaran masyarakat pada suatu aturan
atau hukum lebih kepada melihat sosok pemimpin
yang berlandaskan kepada kemampuan supra natural
pemimpin: tersebut, 'yang pada" dasarnya ‘hal tersebut
bersifat irasional. Tahapan masyarakat seperti ini pada
akhirnya ‘akan membawa pada sistem hukum yang
tidak baik sehingga kesadaran masyarakat terhadap
hukum bentuknya irasional bukan pada substansi dari
hukum tersebut. Corak produktif masyarkatnya adalah
agraris dan pola relasi sosialnya iyalah komunal.

3. Otoritas legal-rasional Berasal dari peraturan (legal-

rasional) yang diberlakukan secara hukum dan rasional.
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Otoritas hukum didasarkan pada suatu kepercayaan
akan keabsahan peraturan-peraturan yang impersonal
dan pada tata pengambilan dan pelaksanaan peraturan-
peraturan dan kemimpin yang lahir dari otoritas ini
berdasarkan atas kemunculan sosok yang mampu
mengemban amanat massa Yyang pelaksanaanya
mengikuti dan sesuai prosedur undang-undang yang
berlaku. Sistem hukum yang terbangun atas kesadaran
hukum yang tinggi dari masyarakat maupun pemimpin,
sehingga terciptanya kemajuan hukum pada tahapan
masyarakat ini. Syarat untuk mencapai pada tahapan ini
iyalah Pertama, corak produksi masyarkatnya sudah
industri, bentuk relasi sosialnya induvidual, dan ada

pada negara modern.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis ‘penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum_empiris: yang menggunakan pengamatan dalam
pengumpulan data-data di lapangan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan empiris. Metode penelitian
hukum empiris merupakan sebuah metode dalam
penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris
yang diambil langsung dari pola perilaku manusia, baik
perilaku verbal yang didapat melalui tahap wawancara

maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui
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pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga dapat

digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia

yang berupa perilaku hukum maupun dokumen.*’

2. Data Penelitian

a. Data Primer yaitu data yang diambil dari sumbernya
atau dari lapangan secara langsung dengan sebuah
teknik  yaitu wawancara berdasarkan pedoman
wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau
responden yang dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan
diteliti.

b. Data Sekunder yaitu data pelengkap atau pendukung
dari Data Primer. Data Sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu:

a). Bahan Hukum Primer

Selain data, penelitian ini menggali sumber-sumber
hukum yang terdiri dari peratutaran terkait partisipasi
dalam penyusunan' ‘anggaran pendapatan ‘belanja desa,®

misalnya:

Y Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme
Penelitian Hukum Empiris & Normatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), him. 280.

8 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme
Penelitian Hukum Empiris & Normatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), him. 12.
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1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Desa.

8. Peraturan Menteri-Dalam 'Negeri-Nomor 20 Tahun 2018
tentang. Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan atas
Pemendagri Nomer 113 Tahun 2014.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015

Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ
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NOMOR 959/KMK.07/2015 NOMOR 49 Tahun 2015
tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan

Penggunaan Dana Desa.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum

yang dapat memberikan petunjuk arah langkah dalam

penelitian,®® dan merupakan bahan hukum yang memiliki

keterkaitan dengan Bahan Hukum Primer sehingga dapat

membantu untuk proses analisis data, misalnya:

1. Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya berkaitan

5.

dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan
anggaran pendapatan belanja desa.

Makalah-makalah yang berkaitan dengan partisipasi
masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan
belanja desa.

Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan

partisipasi masyarakat ‘dalam penyusunan anggaran
pendapatan belanja desa.
Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum
baik tertulis maupun ‘tidak tertulis yang berkaitan
partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran
pendapatan belanja desa.

Media massa misalnya; media cetak, media elektronik

maupun media online.

19 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2005), him. 196.
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c¢). Bahan Hukum Tersier

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

2. Kamus Hukum.

3. Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a). Wawancara, Yyaitu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara tanya jawab oleh peneliti secara
langsung kepada responden untuk mendapatkan
informasi atau data. Adapun pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan kepada responden berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti.

b). Observasi, merupakan teknik yang dilakukan dengan
cara tidak hanya mengukur sikap dari narasumber
(wawancara) namun juga dapat merekam berbagai
fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). Teknik ini
digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari
perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan
dilakukan pada responden yang tidak terlalu'banyak.

4. Narasumber

Narasumber ,dalam™ penelitian <ini ' yaitu Kepala

Desa Kotabaru Seberida, Sekertaris Desa (SEKDES)

Kotabaru Seberida, Badan Permusyawaratan Desa

Kotabaru Seberida, Ketua Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) Desa Kotabaru Seberida, Tokoh

Masyarakat Desa Kotabaru Seberida.
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5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kotabaru
Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian
yang berupa mengkaji atau menelaah hasil pengolahan
data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan
sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini merupakan
kegiatan yang memberikan telaah, dan dapat juga berarti
menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau
memberikan komentar dan kemudian membuat suatu
kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran
sendiri kemudian membuat sebuah kesimpulan terhadap
hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan

teori-teori yang telah dikuasai.

G. Sistematika Pembahasan

Guna'mempermudah pemahaman penulisan skripsi
ini secara keseluruhan, agar mendapatkan hasil penelitian
yang sistematis, ‘maka disajikan" sitematika  penulisan
sebagai berikut:

Bab pertama vyaitu pendahuluan, yang akan
menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode

penelitian yang termasuk di dalamnya juga jenis
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penelitian, sifat  penelitian, pendekatan, metode
pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika
pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai
konsep dasar partisipasi antara lain: pengertian partisipasi,
bentuk-bentuk partisipasi, faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi, tipe partisipasi. Kemudian
konsep dasar desentralisasi antara lain: pengertian
desentralisasi, hubungan antara pusat dan daerah dalam
negara kesatuan, otonomi daerah, desa, otonomi desa.

Bab ketiga menyajika gambaran umum tempat
penelitian, deskripsi wilayah kabupaten Indragiri Hilir
antara lain: kondisi geografis, pembagian wilayah
kecamatan, kondisi penduduk, dan struktur pemerintahan.
Kemudian deskripsi umum desa Kotabaru Seberida antara
lain: kondisi geografis,pembagian wilayah pedukuhan,
kondisi penduduk, APBDes dan struktur pemerintahan.

Bab' ‘keempat - berisi-- analisis “dan’' ‘pembahasan
rendahnya partisispasi = masyarakat = dalam" penyusunan
anggaran pendapatan belanja desa (apbdes) di. Kotabaru
Seberida. Pertama, penyebab pertisipasi masyarakat dalam
penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (apbdes)
rendah. Kedua, bentuk proses partisipasi masyarakat
dalam penyusunan anggran pendapatan belanja desa

(apbdes) di desa Kotabaru seberida.



25

Pada Bab kelima, memuat kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat
dalam penelitian ini, serta kritik dan saran penulis dalam

bagian akhirnya.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang
telah dipaparkan pada penelitian yang berjudul Partisipasi

Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan

Belanja Desa (APBDes) (Studi Desa Kotabaru Seberida,

Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dapat

dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam partisipasi masyarakat di Kotabaru Seberida
terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya
partisipasi masyarakat, di antaranya yaitu: Pertama,
pengethuan yang terbatas  terhadap pentingnya
pasrtisipasi membuat kesadaran dan kepedulian
terhadap kemajuan desa sangat rendah. Kedua, waktu
rapat yang sering berbenturan dengan pekerjaan
masyarakat. ' "Ketiga, ' pekerjaan © masyarakat Desa
Kotabaru Seberida yang mayoritas pekebun dan petani
memakan ‘tenaga. dan waktu yang-banyak sehingga
masyarakat merasa lelah untuk datang rapat. Keempat,
tingkat pendidikan yang mayoritas hanya tama SD
sampai SLTA/SMA membuat pengetahuan dan tingkat
analisa masyarakat rendah sehingga cendrung
mempasrahkan keadaan. Kelima, Infrastruktur yang

tidak memadai juga menjadi pengaruh bagi rendahnya
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partisipasi masyarakat. Keenam, hal yang paling
menurut penyusun penting adalah kurangnya sosialisasi
yang dilakukan Pemerintah Desa Kotabaru Seberida
terhadap masyarakat tentang pentingngnya partisipasi.
2. Bentuk partisipasi masyarkat yang dilaksanakan di Desa
Kotabaru Seberida sifatnya hanya formalisme saja.
Secara prosedural proses yang dilakukan oleh
pemerintahan Desa Kotabaru Seberida sesuai dengan
Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 36 Peraturan
Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Mekanisme pengambilan
keputusan oleh pemerintah desa juga sesuai dengan
tahapan yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri
Desa, Pengembangan Daerah  Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah "Desa yang - telah ' mengkordinasi dari
tingkatan RT, ‘Dusun, sampai pada Musyawarah Desa.
Namun  dalam prakteknya proses tersebut tidak
melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal,
karena tidak adanya keterlibatan partisipasi masyarakat
dalam tahapan perencanaan maupun pelaksanaannya.
Maka, penyusun menyimpulkan bentuk proses
partisipasi masyarakat yang muncul hanya sekedar

formalisme saja..
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B. Saran
Berdasarkan tujuan, hasil penelitian dan pembahasan

yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan

saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Kotabaru Seberida sebaiknya
lebih  memperhatikan kembali dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dengan cara melakukan
sosialisasi program desa agar masyarakat lebih
mengetahui lagi mengenai program desa yang akan
dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. Karena
adanya partisipasi masyarakat bertujuan untuk
kesejahteraan desa. Terutama dalam penyusunan
APBDes yang membutuhkan aspirasi dari masarakat.
Selain itu pemerintah juga dapat melakukan koordinasi
aktif secara berskala yang dilakuakan antara
pemerintah desa dengan masyarakat agar terjalin
komunikasi dan juga meningkatkan infrastruktur di
desa terutama akses jalan agar' komoditas pertanian
maupun  perkebunan mendapatkan harga ‘jual yang
tinggi.

2. Bagi Masyarakat Desa Kotabaru Seberida seharusnya
lebih peka terhadap kinerja pemerintah desa, berperan
aktif dalam pasrtisipasi masyarakat dalam berbagai
macam kegiatan yang ada di desa untuk kesejahteraan
desa. Masyarakat diharapkan dapat menjalin

komunikasi dengan pemerintah desa secara baik dengan
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memberikan masukan-masukan dari kegiatan yang
diadakan oleh Pemerintah Desa untuk penyusunan
APBDes.
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